WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah

Mengingat

mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik
dan pengembangan perekonomian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);



2. Undang-Undang ...
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/
2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan
Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.05/ 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran
dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak
Terselesaikan  Sampai dengan Akhir Tahun
Anggaran;



7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan
Gedung Negara;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Swakelola;

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Melalui Penyedia;

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010
Nomor 08);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA

PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Pasuruan.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Perangkat ...

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
anggaran belanja daerah.

Unit Kerja Pengadaan  Barang/Jasa  yang
selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa.

Perencanaan Pengadaan  Barang/Jasa  yang
selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah
proses perumusan kegiatan yang dimulai dari
identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara
Pengadaan  Barang/Jasa, jadwal Pengadaan
Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah.

13. Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola
yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara
memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Perangkat Daerah, Lembaga/Perangkat Daerah
lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi
yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk
menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-
masing Perangkat Daerah.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir (brainware).



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus
dan/atau keterampilan (skillware) dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

21. Pengelola ...

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.

Penyelenggara  Swakelola adalah tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan
beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Nota  Kesepahaman atau  Memorandum  of
Understanding adalah kesepakatan antara PA/KPA
penanggung jawab anggaran dan pimpinan
Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah lain,
pimpinan Ormas, atau penanggung jawab Kelompok
Masyarakat secara  tertulis sebagai  dasar
penyusunan kontrak swakelola.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah
perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan
ketua tim pelaksana swakelola Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, pimpinan
Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

BAB II



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah
sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran belanja
langsung dan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai dasar
penyelenggaraan sistem pengendalian internal belanja
daerah khususnya belanja langsung Tahun Anggaran
berkenaan.

Pasal 3 ...



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah
agar setiap Perangkat Daerah:

a. mampu menggunakan anggaran belanja barang/
jasa secara efektif dan efisien; dan

b. mudah dalam melakukan perencanaan anggaran

belanja.

(1) Sistematika

BAB III

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS

Pasal 4

Petunjuk Teknis Pengadaan

Barang/Jasa, terdiri dari:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA

PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA

MEKANISME SERAH TERIMA DAN
PEMBAYARAN HASIL
PENGADAAN BARANG/JASA

FORMAT DOKUMEN

(2) Isi serta wuraian Petunjuk Teknis Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV ...



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Penerapan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan
Peraturan  Walikota ini dilaksanakan mulai
Peraturan Walikota ini diundangkan.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang  dilaksanakan
sebelum tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan
turunannya.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.



- 10 -

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Februari
2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.
SAIFULLAH YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 34



